
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



Penyelenggaraan program pascasarjana diatur tersendiri dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan 

Tinggi. Pasal 50 menyatakan “Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang 

melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan bila memenuhi 

syarat dapat melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam sebagian atau 

satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu”. Jelas bahwa 

program pascasarjana di bawah naungan jurusan yang serumpun bidang 

keilmuannya. Penyelenggaraan program pascasarjana idealnya dilakukan secara 

terintegrasi dengan jurusan yang menaungi. 

Selanjutnya pada tahun 2000an terdapat beberapa perguruan tinggi yang 

mulai merubah sistem penyelenggaraan pendidikan pascasarjana di perguruan 

tinggi masing-masing. Pascasarjana yang awalnya berada di bawah Program 

Pascasarjana (PPs) telah diubah menjadi di bawah naungan fakultas. Beberapa 

perguruan tinggi tersebut antara lain Universitas Indonesia, Institut Teknologi 

Bandung, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Brawijaya. 

Perubahan ini menimbulkan dampak secara sistemik, yakni perubahan 

budaya akademik dan perubahan sistem penjaminan mutu. Pada awalnya 

mahasiswa pascasarjana memiliki lingkungan tersendiri dan terpisah dengan 

mahasiswa dari program sarjana, maka dengan adanya sistem ini membuat mereka 

berinteraksi satu sama lain. Pada penyelenggaraan mutu di program sarjana yang 

awalnya berkebalikan dengan pascasarjana kini tidak ada perbedaan di antara 

keduanya. Misalnya mengenai layanan administrasi yang eksklusif dan sangat 

baik di program pascasarjana kini juga dirasakan di lingkungan program sarjana. 

Tentu hal ini berdampak positif karena membawa pemerataan mutu di seluruh 

bagian perguruan tinggi. 

Integrasi pascasarjana ke fakultas pada dasarnya merupakan 

penjewantahan dari konsep otonomi kampus. Manajemen pascasarjana di fakultas 

diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang ada di fakultas serta 

menguatkan kelembagaan fakultas. Secara esensi konsepsi integrasi pascasarjana 

di fakultas dikembangkan dengan tujuan untuk memacu peningkatan kualitas 

pendidikan tinggi. 



Konsep kualitas di perguruan tinggi, pada dasarnya memiliki perbedaan 

dengan konsep kualitas di lembaga perusahaan atau nirlaba. Manajemen kualitas 

pendidikan tinggi sangat erat kaitannya dengan terpenuhinya kebutuhan dan 

keinginan stakeholders pendidikan tinggi. Konsep kualitas terkait pendidikan 

tinggi bukan terletak pada mudahnya dosen memberikan nilai A atau cepatnya 

peserta didik lulus, melainkan terletak pada kualitas layanan kelembagaan dan 

layanan akademik. Layanan kelembagaan meliputi layanan administratif 

perguruan tinggi mudah diakses, tidak menyita waktu peserta didik, dan 

menerapkan teknologi informasi. Sementara itu layanan akademik terkait dengan 

relevansi kurikulum, kualitas akademik sumberdaya dosen, persebaran alumni 

diberbagai lapangan pekerjaan, dan keberterimaan masyarakat yang sangat tinggi 

terhadap alumni. 

Sejalan dengan pendapat tersebut (Hassan, 2013:80) memberikan 

penjelasan “Quality of education includes teaching, programmes (curricula), 

research, staffing, students, infrastructure (buildings, facilities and equipment), 

services to the community and the academic environment”. Pendapat tersebut 

menjelaskan bahwa yang termasuk kualitas dalam pendidikan tinggi adalah 

pengajaran, kurikulum, penelitian, dosen, peserta didik, infrastruktur (gedung, 

fasilitas dan perlengkapan), layanan masyarakat dan lingkungan akademik. 

Sebuah perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai lembaga berkualitas apabila 

mampu memberikan layanan terbaik pada aspek-aspek tersebut. 

Beberapa penegasan terkait dengan layanan berkualitas dikemukakan oleh 

beberapa ahli seperti yang dikutip Chen, S.H. (2012: 1282) sebagai berikut: 

Levitt (1972) indicated that service quality means service result could 

conform to set standards. Crosby (1979) considered that service 

quality is the comparison between customers’ expected service and 

perceived service. Garvin (1983) addressed that service quality is a 

subjective perceived quality not an objective quality. Parasuraman 

(1985) believed that the perception of service quality is the gap 

between customers’ expected quality and perceived quality, service 

quality is not just contain the evaluation of service outcome, but also 

contains the evaluation of service delivered process. Service quality is 

decided by customers’ subjective experience judgment. 

 



Layanan berkualitas berarti hasil layanan sejalan dengan stadar, atau 

layanan berkualitas merupakan perbandingan antara harapan konsumen dengan 

layanan yang diterimanya. Kedua pendapat ini memberikan penjelasan bahwa 

suatu layanan dapat dikatakan berkualitas apabila mampu memenuhi standar yang 

telah ditetapkan dan juga sejalan dengan harapan konsumen yang dilayani. Kedua 

konsep ini memberikan landasan dalam merumuskan suatu layanan berkulitas. 

Dengan adanya standar maka pemberi layanan memiliki pedoman yang jelas 

dalam menyampaikan layanan, standar yang baku juga akan lebih memudahkan 

pemberi layanan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang dilayani. 

Sesuatu dikatakan berkualitas tidak bisa berjalan secara konsisten, 

maksudnya suatu layanan lembaga dipandang oleh seseorang berkulitas namun 

oleh yang lain belum tentu dipersepsi sama. Hal ini sejalan dengan pendapat 

ketiga kutipan di atas yang menyatakan “addressed that service quality is a 

subjective perceived quality not an objective quality” sesuatu dikatakan 

berkualitas itu pandangan subjektif bukan pandangan objektif. Artinya memang 

kualitas itu nisbi tidak kentara, bisa dipersepsi lain oleh beberapa orang 

konsumen. Walaupun demikian suatu layanan berkualitas pada dasarnya dapat 

ditetapkan dari out put layanan yang diterima konsumen, sehingga dapat 

dirasakan, dinikmati bahkan diukur. 

METODE 

Topik penelitian yang dilakukan merujuk pada suatu fenomena aktual 

yang dinamis dan dapat didalami dengan suatu pendekatan penelitian tertentu, 

yakni pendekatan kualitatif. Karakteristik yang muncul dari penelitian tersebut 

adalah fenomena yang kebenarannya dapat ditelusuri serta tidak bisa dinyatakan 

dalam statistik, mengingat penelitian berfokus pada perubahan yang terjadi pada 

budaya akademik, dan penjaminan mutu beberapa perguruan tinggi. Karakterisitik 

tersebut sejalan dengan karakterisitik pendekatan kualitatif yaitu pendekatan 

penelitian yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, 

sehingga, memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas (Somantri, 2005: 2). 

Sehingga jelas bahwa penelitian yang merujuk pada pola pengelolaan 

pascasarjana di fakultas memang sesuai jika diungkap dengan pendekatan 

kualitatif. 



Berdasar pada topik dan karakteristik penelitian yang ada, jenis penelitian 

kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian studi kasus. Sesuai 

dengan apa yang dungkapkan oleh Wiyono (2008:77) menjelaskan studi kasus 

sebagai serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa secara intensif dan terperinci suatu gejala atau unit sosial tertentu, 

seperti individu, kelompok, komunitas atau lembaga. Sehingga dari penjelasan 

tersebut, peneliti memiliki tuntutan tersendiri untuk mendalami situs penelitian 

dan menentukan jumlah informan dalam penelitian yang dilakukan. Hal ini 

berkaitan dengan strategi untuk memperdalam informasi demi mendapatkan 

kondisi faktual dari kasus yang diteliti. 

Berkenaan dengan topik penelitian yang mengarah dan mendalami suatu 

pola dalam kelembagaan, maka lebih spesifik jenis studi kasus yang digunakan 

adalah studi kasus organisastoris atau kelembagaan. Seperti apa yang 

diungkapkan oleh Berg (2004: 260) “as the systematic gethering of enough 

information about a particular organization to allow the investigator insight into 

the life of the organization”. Tampak bahwa penjelasan tersebut memperuncing 

karakteristik utama dari studi kasus kelembagaan. Penelitian yang akan dilakukan 

merupakan penelitian kualitatif studi kasus yang terjadi pada sebuah organisasi 

yaitu pascasarjana dan fakultas sebagai penyelenggara program pendidikan 

pascasarjana. 

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik taksonomi dari 

Spradley. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang 

terkumpul berdasakan domain yang telah ditetapkan. Tahapan analisis ini 

dilakukan setelah peneliti menemukan domain-domain yang dipandang sebagai 

domain kunci dari penelitian. Taksonomi berupaya untuk memperinci domain 

menjadi lebih spesifik dan mendalam. Proses analisis taksonomi oleh Spradley 

(1997: 185-193) dijelaskan dalam delapan tahap: 

1. Pilih sebuah domain untuk analisis taksonomi 

2. Identifikasikan kerangka subtitusi 

3. Cari subset yang memungkinkan diantara beberapa istilah tercakup 

4. Carilah domain yang lebih besar lebih inklusif yang dapat masuk 

sebagai sebuah subset yang sedang anda analisis 

5. Buatlah sebuah taksonomi sederhana 



6. Formulasikan pertanyaan struktural untuk membuktikan berbagai 

hubungan taksonomi dan memperoleh berbagai istilah baru 

7. Lakukan wawancara struktural tambahan 

8. Buatlah sebuah taksonomi lengkap. 

 

Teknik analisa taksonomi diperjelas kedalam sebuah gambar teknik 

analisa taksonomi. Dalam konteks ini peneliti memilih menggunakan diagram 

kotak, dengan pertimbangan mampu memuat penjelasan yang lebih rinci. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Temuan penelitian terkait budaya akademik dipaparkan dalam bentuk diagram 

gambar berikut. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Temuan Budaya Akademik  

Sumber Hasil Analisis Peneliti 
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dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non-akademik. Pengelola kampus 

memasang ketiga kerangka dasar nilai tersebut di tembok gedung perkualihan 

agar semua civitas membaca dan mengamalkannya. Pengaruh perubahan budaya 

akademik yang dirasakan oleh beberapa informan yang diwawancarai 

menyatakan, bahwa integrasi PPs ke fakultas membawa spirit yang berbeda dalam 

hal pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa lebih dekat, dosen tidak 

membeda-bedakan layanan pada seluruh tingkat pendidikan, terjadi interaksi 

diantara mahasiswa S1, S2 dan S3 dan terjadi pemanfaatan secara bersama 

fasilitas kampus, seperti perpustakaan, kegiatan perkualiahan bersama dan 

seminar. Proses tersebut telah melahirkan spirit mahasiswa FIA UB untuk lebih 

mendalami ilmu yang sedang dipelajari. 

Temuan penelitian di FTI ITB menyatakan bahwa Senat Akademik ITB 

telah menetapkan norma akademik dan prinsip-prinsip penilaian yang dipandang 

mampu mendorong terwujudkan budaya akademik di kampus biru ITB. 

Berdasarkan pada norma dan prinsip tersebut terwujudlah sebuah sistem penilaian 

yang objektif dan konstruktivis. Proses pembelajaran di ITB selain 

mengedepankan muatan teknologi juga tetap memprioritaskan nilai-nilai sosial 

dan kebenaran. Artinya pembelajaran di ITB tidak hanya mementingkan teknologi 

mutahir tetapi tetap mempedomani nilai kebenaran, sehingga lulusan ITB masih 

tetap berpijak pada budaya dan peradaban sosial masyarakat Indonesia.   

Selain ditopang aspek nilai budaya akademik yang tercipta juga didorong 

oleh situasi pemanfaatkan laboratorium secara bersama diantara mahasiswa S1, 

S2 dan S3. Mayoritas perkuliahan di FTI ITB dilaksanakan di laboratorium, 

sehingga interaksi diantara mahasiswa lebih banyak terjadi di ruangan tersebut. 

Kebersamaan yang tercipta pada akhirnya melahirkan suasana akademik yang 

bergairah dan meningkatkan semangat belajar para mahasiswa. 

Temuan penelitian terkait sistem penjaminan mutu dipaparkan dalam 

bentuk diagram gambar berikut. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Temuan Sistem Penjaminan Mutu 

Sumber Hasil Analisis Peneliti 
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yang mendisplay hasil penjaminan dengan keterangan open dan close. Keterangan 

open berarti rekomendasi PJM belum dilaksanakan oleh Kaprodi sementara itu 

keterangan close  berarti rekomendasi PJM sudah dilaksanakan dan permasalahan 

sudah teratasi.  

Pembahasan Budaya Akademik Pascasarjana Terintegrasi di fakultas 

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti diperoleh gambaran bahwa yang 

mampu menciptakan budaya akademik di sebuah perguran tinggi adalah 1). Nilai-

nilai yang tetapkan secara formal yang menjadi acuan seluruh civitas akademika 

dalam menjalankan kegiatan pendidikan. 2).  Kondisi bangunan dan lingkungan 

perguruan tinggi juga turut mempengaruhi budaya akademik perguruan tinggi, 

dan 3). Mekanisme atau prosedural yang harus ditempuh peserta didik dalam 

mengikuti pendidikan tinggi. Setiap perguruan tinggi memiliki standard dan 

prosedur tersendiri dalam pelaksanaan proses pendidikan, sehingga hal tersebut 

menjadi pembeda dengan perguruan tinggi lainnya. 

Kebijakan integrasi pascasarjana memunculkan suasana akademik yang 

berbeda, temuan penelitian ini menunjukkan suasana akademik baru yaitu 

“kebijakan integrasi dosen menjadi tidak memilah-milah, mengajar di S1, S2 dan 

S3 sama saja”. Temuan ini mempertegas bahwa dampak dari integrasi adalah 

dosen tidak lagi berpikiran disparitas antara mengajar di tingkat sarjana dan 

pascasarjana. Pada aktor mahasiswa spirit yang terbangun adalah “Tumbuhnya 

spirit untuk segera menyelesaikan pendidikan”. Semakin membaiknya suasana 

diantara dosen dan mahasiswa menghasilkan sebuah hubungan personal dan 

akademik yang semakin baik. Hasil analisa komponensial menunjukkan hubungan 

diantara dosen dan mahasiswa menghasilkan “hubungan dosen dan mahasiswa 

menjadi lebih akrab. Bahkan hubungan dosen dan mahasiswa terdapat rasa 

memiliki terhadap pascasarjana, dimana sebelumnya dosen dan fakultas tidak 

memiliki rasa memiliki pascasarjana”. Rasa memiliki merupakan kesadaran untuk 

turut bertanggung jawab terhadap kemajuan pascasarjana, tumbuhnya rasa 

memiliki menunjukkan bahwa dosen dan mahasiswa FIA UB bersama-sama 

mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan.  

Kondisi yang tercipta di FIA UB tentu tidak terjadi dengan sendiri, 

terdapat beberapa kebijakan yang turut mendorong terciptanya suasana akademik 



yang kondusif. Hasil analisa teknik ini menemukan kebijakan pendukung tersebut 

adalah “Ruang baca tersebut spesial untuk S2 dan S3, tapi kalau S1 pingin masuk 

juga tidak dilarang tapi diprioritaskan untuk S2 dan S3, S1 tidak dilarang”. 

Kondisi itulah yang selama ini mampu mendorong keadaan yang kondusif dalam 

pengembangan akademik di kampus FIA UB. 

Temuan penelitian di kampus ITB memperoleh data, bahwa ITB juga 

memiliki nilai-nilai yang menjadi pijakan dalam kegiatan pendidikan. nilai-nilai 

yang dimaksud adalah norma akademik dan prinsip-prinsip sistem penilaian hasil 

belajar mahasiswa. Untuk mencapai objektivitas dalam melaksanakan penilaian 

hasil belajar, ITB sudah menetapkan “Kebijakan Sistem Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa” yang harus diikuti oleh dosen dan mahasiswa. kebijakan tersebut 

tertuang dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 01/Sk/K01-SA/2008.  

Berbagai temuan terkait budaya akademik di kampus FIA UB, FTI ITB 

dan FIP UPI menggambarkan bahwa ketiga kampus telah mampu menciptakan 

budaya akademik seperti yang dikemukakan Thamrin (2012: 28) yang 

menyatakan “budaya akademik mengandung implementasi nilai-nilai seperti nilai-

nilai moral, akhlak, budi pekerti, kebenaran, kejujuran, sehingga membangun 

suasana dan pelaku-pelaku akademis yang bermoral, berakhlak, berbudi pekerti, 

bernilai kejujuran, kebenaran dalam pemikiran dan perbuatan”. Temuan-temuan 

penelitian unsur-unsur budaya akademik di ketiga kampus tersebut menegaskan 

bahwa budaya akademik telah tercipta, dan pelaksanaan program pascasarjana di 

fakultas telah melahirkan budaya akademik baru yaitu kebersamaan akademik 

diantara tingkat pendidikan S1, S2 dan S3. 

Melengkapi kajian terkait budaya akademik, peneliti mengutip sebuah 

pendapat yang menyatakan: 

we see that these necessary codes would have to include not only formal 

restrictions like agreeing to avoid plagiarism, but also a general 

requirement of sincerity, of aiming at getting the research right. Horacek 

(dalam Twomey, 2009:12). 
 

Menurut pendapat tersebut integritas akademik tidak dimaknai sempit 

seperti fantasi nostagia tentang budaya kejujuran yang dilakukan untuk 

menghindari kepunahan di wahana akademik. Dalam kenyataannya, mereka 



membutuhkan bantuan nyata dari kesulitan yang dihadapi. Dibutuhkan suatu kode 

yang tidak hanya dalam konteks formal seperti halnya persetujuan untuk 

menghindari plagiarisme, tetapi juga dibutuhkan kaidah keilmuan secara umum 

yang bertujuan untuk mendapatkan penelitian yang baik. Maksud dari pendapat 

tersebut adalah integritas akademik itu tidak hanya sebatas pada kejujuran tetapi 

juga ada hal lain yang harus dilakukan insan akademik yaitu inovasi dan 

penelitian mendalam untuk menghasilkan ilmu baru. Kaidah-kaidah umum dapat 

dijelaskan sebagai persyaratan akademik yang harus dipenuhi peneliti untuk 

menghasilkan penelitian yang baik. 

Budaya akademik yang tercipta harus memberikan implikasi yang luas, 

budaya tidak hanya berhubungan dengan nilai tetapi budaya juga harus 

berhubungan dengan inovasi keilmuan. Spirit riset dan pengembangan ilmu 

merupakan tujuan utama perguruan tinggi. Semakin produktif sebuah perguruan 

tinggi menghasilkan inovasi dan pengembangan keilmuan maka dapat 

diindikasikan bahwa budaya akademik yang berkembang sudah sangat baik. 

Pembahasan Sistem Manajemen Mutu Pascasarjana Terintegrasi di Fakultas 

Sebelum dilakukan pembahasan tentang mutu pendidikan tinggi perlu 

kiranya di jelaskan batasan mutu dalam konteks perguruan tinggi. Konsep kualitas 

pendidikan tinggi bukan terletak pada mudahnya dosen memberikan nilai A atau 

cepatnya peserta didik lulus, melainkan terletak pada kualitas layanan 

kelembagaan, layanan akademik dan perkembangan ilmu pengetahuan. Secara 

lebih rinci Hassan (2013:80) memberikan penjelasan “Quality of education 

includes teaching, programmes (curricula), research, staffing, students, 

infrastructure (buildings, facilities and equipment), services to the community and 

the academic environment”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk 

kualitas dalam pendidikan tinggi adalah pengajaran, kurikulum, penelitian, dosen, 

peserta didik, infrastruktur (gedung, fasilitas dan perlengkapan), layanan 

masyarakat dan lingkungan akademik. Sebuah perguruan tinggi dapat dikatakan 

sebagai lembaga berkualitas apabila mampu memberikan layanan terbaik pada 

aspek-aspek tersebut. Penjelasan tersebut menegaskan komponen apasaja yang 

menjadi parameter dalam konteks mutu pendidikan tinggi. Perbedaan komponen 



mutu dengan jenjang pendidikan lainnya karena perguruan tinggi memiliki 

keluasan dan spesifikasi tersendiri. 

Mencermati berbagai upaya yang dilakukan Program Pascasarjana UB, 

dan Sekolah Pascasarjana ITB yang memfungsikan lembaga tersebut sebagai 

penjamin kualitas pendidikan pascasarjana merupakan sebuah respon positif dari 

prinsip penjaminan mutu yaitu kepuasan pelanggan. Pemikiran ini memiliki 

relevansi dengan definisi mutu seperti yang dikutip Chen  (2012: 1282) dari Levitt 

(1972) indicated that service quality means service result could conform to set 

standards. Crosby (1979) considered that service quality is the comparison 

between customers’ expected service and perceived service. Pemenuhan 

kebutuhan pelanggan akan berdampak kepada terpuaskannya pelanggan. Namun 

dalam dunia pendidikan yang dimaksud terpuaskannya pelanggan bukan karena 

mudahnya lembaga pendidikan mengeluarkan ijazah kelulusan, atau gampangnya 

nilai yang diberikan dosen tetapi lebih mengarah kepada terpenuhinya harapan 

peserta didik akan pengetahuan yang ingin diketahuinya.   

Konteks penjaminan kualitas menjadi hal yang sangat strategis dalam 

pelaksanaan pendidikan tinggi juga dikemukakan dalam tiga strategi yang 

dilakukan pemerintah Korea Selatan dalam mengembangkan pendidikan tinggi. 

The quality control for lower-end institutions may become a serious 

issue in the market-based system.  Without quality assurance, more 

diplomas of college graduation per se will not contribute much either 

to individual well-being or to social benefit (Kim dan  Lee, 2004:32). 

 

Penjaminan kualitas juga menjadi isu penting dalam konteks pasar bebas. 

Tanpa jaminan kualitas, hasil pendidikan tinggi tidak akan memberikan 

keuntungan baik pada individu maupun sosial. Pemerintah Korea Selatan sangat 

menyadari pentingnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Mereka berpikiran 

bahwa kemajuan negaranya akan sangat bergantung kepada kualitas pendidikan 

yang diselenggarakan. Upaya dari pemerintah tersebut menunjukkan bahwa hanya 

dengan penjaminan kualitas lulusan pendidikan tinggi akan mampu berkontribusi 

kepada bangsa dan negara, jika tanpa kualitas lulusan perguruan tinggi tersebut 

tidak akan mampu berkontribusi pada dirinya apalagi pada bangsanya. 



Sejalan dengan strategi yang dilakukan pemerintah Korea Selatan, 

pemerintah Indonesia juga mempunyai regulasi terkait penjaminan mutu 

pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia dipayungi 

oleh beberapa regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 91 

menyebutkan: (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib 

melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui 

Standar Nasional Pendidikan. (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana 

dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu 

yang jelas. Menguatkan penjelasan terkait penjaminan mutu pendidikan penulis 

mengutip peraturan lain yaitu Permendiknas No 63 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 

yang menyatakan bahwa “Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik 

dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau 

program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk 

menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan”. 

Dalam konteks pendidikan tinggi penjaminan kualitas diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 51 Ayat 

(1) yang berbunyi “Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan 

Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan 

potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna 

bagi Masyarakat, bangsa, dan negara”. Aturan tersebut menyatakan esensi 

pendidikan tinggi yang bermutu, ukurannya yaitu mampu menghasilkan lulusan 

yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indikasi ini 

memberikan isyarat apabila seorang lulusan perguruan tinggi kurang atau bahkan 

tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi maka bisa dikatakan 

kalau perguruan tinggi kurang berkualitas. 

Secara operasional proses penjaminan mutu pendidikan tinggi diatur dalam 

Pasal Pasal 52 ayat (1) “Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan 

sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan 



peningkatan standar Pendidikan Tinggi”. Kegiatan penjaminan dilakukan secara 

sistemik, yaitu proses penjaminan yang dilakukan secara berkesinambungan dan 

saling terkait diantara komponen penyelenggara pendidikan tinggi. Proses 

penjaminan mutu tidak bisa terpisah-pisah atau sebagaian, karena pendidikan 

tinggi merupakan sistem maka proses penjaminan mutunya pun dilaksanakan 

secara berkesinambungan. 

Secara lebih operasional pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi 

dilakukan secara dua tahap yaitu penjaminan mutu internal yang dilakukan 

institusi pendidikan tinggi dan penjaminan eksternal yang dilaksanakan oleh sutau 

lembaga bentukan pemerintah. Secara lengkap berikut dikemukakan bunyi Pasal 

53 “Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang 

dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal 

yang dilakukan melalui akreditasi”. 

Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen 

terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan dengan cara melakukan penjaminan 

mutu pendidikan. Tujuan akhir dari proses penjaminan mutu pendidikan adalah 

meningkatnya kecerdasan kehidupan bangsa, hal ini menyiratkan bahwa ukuran 

kualitas dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah semakin cerdasnya 

masyarakat Indonesia.  

Proses penjaminan kualitas pendidikan tinggi dilakukan dengan cara 

berpijak kepada buku panduan yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Tinggi 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010. Buku panduan menyebutkan 

terdapat 3 macam kegiatan penjaminan mutu dalam sistem pendidikan tinggi 

Indonesia yaitu: 1.  Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) 2. 

Akreditasi perguruan tinggi (oleh BAN PT), 3. Penjaminan mutu (quality 

assurance) (Dikti, 2010:3). Peraturan yang terbaru terkait hal tersebut adalah 

dikeluarkannya Permindikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi dan Permindikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

Pemaparan tersebut menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki 

komitmen kuat dalam upaya penjaminan mutu pendidikan. Regulasi di atas 



menegaskan bahwa Indonesia menjalankan sistem pendidikan nasional dengan 

memperhatikan aspek mutu. Upaya-upaya tersebut akan memiliki dampak positif 

terhadap mutu pendidikan tinggi apabila pengelola perguruan tinggi memiliki 

komitmen dan niat yang sungguh-sungguh dalam menjalankan proses pendidikan 

berkualitas. 

Mencermati hasil temuan penelitian di kedua lokasi, selain kampus-

kampus tersebut memiliki lembaga yang khusus melakukan penjaminan mutu 

pendidikan, mereka juga memiliki mekanisme tersendiri dalam memacu 

peningkatan mutu. Universitas Brawijaya melakukan publikasi hasil audit mutu di 

monitor elektronik, berikut adalah temuannya “PJM memiliki mekanisme 

monitoring berbasis IT (close dan open system)” PJM UB memiliki layar monitor 

mutu yang ditempatkan di gedung rektorat. Hasil audit mutu setiap prodi 

terpampang dimonitor tersebut. Jika prodi sudah melakukan perbaikan maka 

keterangan kondisi mutu menjadi close namun apabila prodi belum melakukan 

perbaikan aspek yang dipandang kurang maka keterangannya open.  

Upaya yang dilakukan ITB untuk memacu peningkatan mutu pendidikan 

adalah dengan mengajukan sertifikasi mutu pada lembaga mutu internasional. 

Tujuan ITB melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan pengakuan dunia 

internasional bahwa kualitas lulusan ITB setara dengan lulusan perguruan tinggi 

lainnya di dunia. Penjelesan Rektor ITB dalam media on line okezone.com yang 

terpublikasi tanggal 1 April 2013 “ITB lebih mengejar evaluasi kampus yang 

terinci dan spesifik seperti akreditasi internasional, karena akreditasi adalah 

system penilaian yang mendalam” selain alasan tersebut rektor memberikan 

alasan tambahan “agar alumni ITB lebih diakui dan mudah kerja di luar negeri, 

karena jika belum terakreditasi belum tentu system kerja luar negeri akan 

menerima lulusan ITB” (www.okezone.com/dahulukan -akreditasi-baru-

peringkat-dunia; diakses 11 Agustus 2014). 

Pada laman lain yaitu www.dikti.go.id tertanggal 7 september 2012 yang 

diposting pada rublik berita pendidikan Dikti berjudul “ITB akan perbanyak Prodi 

berakreditasi internasional” disebutkan bahwa tahun 2012 terdapat dua prodi yang 

terakreditasi ABET yaitu teknik kimia dan teknik fisika. Prodi lainnya yang sudah 

terakreditasi ABET tahun sebelumnya adalah teknik elektro dan teknik kelautan. 

http://www.dikti.go.id/


Selain bekerjasama dengan ABET, ITB juga memiliki kerjasama dengan 

ABEST21 (The Alliance of Business education and scholarship for Tomorrow, 

21
st
 Century Organization) untuk mengakreditasi Sekolah Bisnis Manajemen 

(SBM). Sedangkan program S2 Arsitektur ITB mengajukan akreditasi ke badan 

akreditasi internasional KAAB (Korean Architecture Acreditation Board). Khusus 

untuk Prodi Teknik Kimia selain mendapatkan akreditasi ABET juga 

mendapatkan akreditasi dari Royal Society of Chemistry yang berpusat di Inggris. 

Fakultas lain yang juga mengajukan akreditasi internasional adalah Fakultas 

Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMG) yang mengajukan akreditasi ke Japan 

Acreditation Board (JAB) (http/www.dikti.go.id/id/2012/09/07/itb-akan-

perbanyak-prodi-berkareditasi-internasional, diakses 11 Agustus 2014). 

Upaya yang dilakukan ITB merupakan langkah maju dari perguruan 

tinggi Indonesia. Persaingan kualitas perguruan tinggi tidak lagi dalam skala 

nasional namun sudah internasional, untuk itu sudah sepatutnya pengelola 

program studi di Indonesia bermitra dengan lembaga penjamin mutu 

internasional.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Terciptanya budaya akademik di kampus tidak bisa terlepas dari nilai-

nilai yang dijadikan acuan di suatu kampus. Temuan penelitian menunjukkan 

semua kampus memiliki acuan nilai yang baku, seperti di kampus FIA UB 

terdapat 9 nilai integritas seperti Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung 

jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani, Adil. Dikampus ITB terdapat 8 norma 

akademik ITB dan 7 prinsip penilaian hasil belajar. Temuan terkait dengan nilai-

nilai ini menunjukkan bahwa kampus-kampus tersebut memiliki landasan dalam 

pengembangan perguruan tingginya. Nilai yang dijadikan pegangan juga 

berdampak terhadap budaya akademik yang berkembang di kampus masing-

masing. 

Integrasi pascasarjana di fakultas melahirkan suasana baru dalam proses 

interaksi akademik. Mahasiswa pascasarjana yang biasanya berinteraksi dengan 

sesama teman S2 atau S3 kini mereka harus berbaur dengan seluruh mahasiswa 

mulai dari S1 hingga S3. Keadaan tersebut secara perlahan juga turut mengubah 



budaya akademik. Kebersamaan mahasiswa tidak hanya dalam interaksi sosial 

sebelum dan sesudah kuliah tetapi juga terjadi di dalam proses perkuliahan.  

Temuan penelitian di kampus UB menunjukkan kebersamaan diantara 

mahasiswa S1, S2 dan S3 terjadi dalam kegiatan kuliah bersama, seminar dan 

bahkan pemanfaatan ruang baca pascasarjana yang juga sering didatangi 

mahasiswa S1. Semangat kebersamaan tersebut mendorong mahasiswa untuk 

mampu menyelesaikan perkuliahannya lebih cepat dan lebih baik kualitas karya 

akademiknya.  

Temuan penelitian dikampus ITB menunjukkan perubahan budaya 

akademik diawali dari ruang laboratorium, mahasiswa FTI ITB pada umumnya 

menghabiskan banyak waktu di ruang laboratorium. Baik mahasiswa S1, S2 dan 

S3 bersama-sama mengoptimalkan fasilitas tersebut.  

Proses lain yang dipandang berubah adalah proses interaksi diantara 

dosen dan mahasiswa. Di FIA UB, dosen tidak lagi membeda-bedakan mengajar 

antara di tingkat sarjana dengan master atau doktor. Dosen juga dipandang 

memiliki rasa tanggung jawab dalam pengembangan kualitas pascasarjana. Begitu 

halnya dikampus FTI ITB, dosen telah memberikan layanan yang sama, tidak ada 

lagi pandangan dosen pasca dan dosen sarjana.  

Hasil penelitian di kedua kampus yang melaksanakan pascasarjana 

terintegrasi di fakultas menunjukkan adanya perubahan peran yang dijalankan PPs 

atau istilah lain SPs. Perubahan peran dimaksud adalah PPs/SPs berperan dalam 

penjaminan mutu pendidikan pascasarjana. Dalam melaksanakan peran tersebut 

PPs/SPs membentuk suatu komisi mutu, peran dari komisi mutu ini adalah 

merumuskan sejumlah standar dalam proses layanan akademik. Penjaminan mutu 

yang dilakukannya pun hanya terkait masalah akademik. Sedangkan untuk 

masalah non-akademik proses penjaminan mutu dilakukan oleh satuan penjamin 

mutu yang dibentuk oleh universitas.  

Tindak lanjut dari hasil penjaminan mutu dilakukan oleh kedua 

perguruan tinggi dengan kebijakan yang beragam. UB menindaklanjuti hasil 

penjaminan mutu dengan melaporkan ke rektor dan prodi terkait untuk diperbaiki. 

Selain menyampaikan rekomendasi, UB juga mendisplay temuan penelitian di 

monitor PJM yang ada di gedung rektorat. Komponen yang sudah diperbaiki oleh 



prodi akan diberi keterangan close sedangkan komponen rekomendasi yang belum 

diperbaiki diberikan keterangan open. Mekanisme ini dipandang akan mampu 

mengingatkan secara terus menerus prodi yang belum memperbaiki aspek yang 

direkomendasikan PJM. 

Kampus ITB menetapkan suatu standar kualitas yang sangat tinggi, 

selain melakukan penjaminan mutu internal oleh lembaga mutu yang ada di ITB, 

proses penjaminan mutu juga dilakukan oleh lembaga mutu internasional. 

Penjaminan mutu internasional dimaksudkan agar lulusan ITB sejajar dengan 

perguruan tinggi internasional dan lulusan ITB juga dapat bekerja di perusahaan 

internasional. 

Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah: 

a. Integrasi pascasarjana ke fakultas melahirkan permasalahan seperti standar 

pelayanan akademik yang beragam, penghonoran tenaga pendidik yang 

beragam dan membutuhkan payung hukum yang jelas. Berdasarkan 

kepada fakta lapangan tersebut peneliti menyarankan untuk membuat 

kesepakatan diantara Kaprodi, Dekan dikoordinir oleh Direktur 

Pascasarjana untuk menyusun standar akademik yang baku disesuaikan 

dengan tujuan universitas, fakultas dan jurusan/prodi. Standar 

penghonoran juga harus disepakati rengtang nominalnya agar tidak terjadi 

tumpang tindih diantara fakultas. Terkait dengan peraturan, integrasi 

pascasarjana hendaknya tidak dilakukan secara serentak, tetapi harus 

sistematis mulai dari menyiapkan payung hukum, kebijakan pendukung 

dan petunjuk pelaksana yang jelas. 

b. Perubahan struktur organisasi perguruan tinggi pada dasarnya bukan 

sesuatu yang tabu, seperti yang dilakukan ITB dengan menghapuskan 

keberadaan jurusan dan mengganti dengan kelompok keahlian. Kebijakan 

tersebut merupakan upaya untuk pengembangan kualitas dosen. Namun, 

bagi perguruan tinggi lain kebijakan tersebut bukan hanya untuk ditiru 

tetapi harus dilakukan pengkajian matang apakah kebijakan tersebut sesuai 

atau tidak dengan kondisi dan potensi perguruan tinggi. 



c. Pola komunikasi flat diantara dosen, mahasiswa dan pejabat kampus 

seperti yang diterapkan di ITB nampaknya harus dikembangkan pula di 

kampus lain. Pola seperti itu telah menghasilkan suasana akademik yang 

kondusif dan saling membantu diantara civitas akademika dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

 

d. Orientasi mutu internasional dengan mendapatkan sertifikat internasional 

merupakan sebuah terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Pencapaian mutu internasional bukan hanya milik ITB, perguruan tinggi 

lain pun berhak mendapatkan sertifikat tersebut. Jika orientasi program 

studi sudah internasional maka lulusan perguruan tinggi lokal dapat 

diterima di dunia kerja internasional. 

e. Untuk menciptakan suasana kebersamaan diantara mahasiswa S1, S2 dan 

S3 serta rasa tanggung jawab yang besar dari para dosen terhadap 

pendidikan berkualitas yang equal antara tingkat sarjana hingga doktor, 

diperlukan adanya beberapa upaya, seperti: menyelenggarakan seminar 

umum, memberikan akses yang luas untuk memanfaatkan perpustakaan 

pascasarjana walaupun keberadaannya pada dasarnya diperuntukkan bagi 

mahasiswa pascasarjana, memberikan beban mengajar yang sama diantara 

dosen senior dan junior. Mengajar di S1, S2 dan S3 bebannya sama dan 

penghargaannya pun sama, sehingga dosen tidak lagi mengesampingkan 

tanggung jawab mengajar di tingkat S1. 
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